Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959  tentang
Pembentukan Daerah Tingkat (1 i Sulawesd [Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 1959 Nomor M,
Tamimhan Lembaran Negaras Republik Indonesa Nomor

|LyaR

Undang-Undang Nomor 4 Tauhun 1979  tentang
Kescjabterasan Anak (Lembarun Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomaor 32, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1143),

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvenad Mengenal  Proghapusan  segala  HBentuk
Dunkriminasl Tohadap Wanita (Comvention on  the
Elemination of All Forms of Ducnimination Against Women),
flembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1984 Nomor
39, Tambahan Lembaman Negara Republik Indonesia Nomaor

32T

Umnsfang Unsdang Momer 3 Tabun 1997 trntang Prrgadilan
Arak [Lembamn Negara Republik [ndonessa Tahun 1977
Nosnow ), Tambmban Lembaran Negara Republik Indonesa
Nexnow W48
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negarm Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi
Nomor 4215), schagaimana telah diubah bebernpa kall terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Ferutahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang  Perlindungan  Anak  (Lembaran Negam  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomew 297, Tamimhan Lembmran
Negam Repubhik Indonessa Nomor 50004,

6. Undang-Undang Nomor | Tahun JOOO tentang Pengesahan
IO Convention of Worst Forma of Child Labour [Konvensi
ILO Nomor 182 mengrnal Pelarmngan dan Tindakan Segera
Penghapusan Bentuk-bentuk Pelerjaan Terburuk untuk
Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 30, Tambahan Lembarmn Negarn Republik Indonesis
Nomor Y94 1);

7. Undang-Undang Nomor 231 Tahun 2002 ientang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesis
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembammn Negars
Republik Indonesia Nomor 4115 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 315 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Prrliindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonessa Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lemburan
Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

f. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Keuangan
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negars Republik Indonests
Nomor 4286,

9. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2000 ni

10. I.lndu‘-um Nomer 23 m T ) P

4419, e
11. Undang-Undang  Nomor
Perlindungan Saksi dan
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12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor
4720);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Negara Republik Indonesin Nomor 5234),
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembamn Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemernintahan Daerah (Lembaran Negam Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
bebernpa kali terukhir dengan Undang-Undang Nomar 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia
Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyclenggaraan  dan  Kerjasama  Pemulihan Kdl'lln

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negar:
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, ibahan

Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 4606);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah [lmtulq
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1:? :

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48

Daerah (Lembaran Negara Republile
Nomor 73, Tambahan Lmhumﬂm 2en
Nomor 604 1);
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Prdoman  Pengelolaan  Keuangan  Dacmah
scbagalmana telah diubah bebernpa kali dengan Peraturan
Menterd Dalam Negerin Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Perntuman Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengrlolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

20. Peraturan Menteri Negarn Pemberdayaan Perempuan dan
Anak Nomor | Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan
dan Anak Korban Kekerasan;

21. Peraturan Menteri Negarn Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator
Kabupaten /Kota Laynk Annk;

22, Permturnn Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daemh (Berita
Negarn Republik Indonesin Tahun 2015 Nomor 2036),
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Pernturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentulan Produk Hukum Daerah IBn'lhﬂ
Negarm Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157],.

23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Polkok
Pokok Pengelolann Keuangan Daerah (Lembaran
Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tam
Lembaran Dacrah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaim
telah diubah dengan Peraturan Daerah Htlnu'if"'
2014 tentang Perubahan atas Peraturan Dd!n.h:'
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok F:qduhin'
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Nomor 7, Tambahan Lembahan Daerah Ihhuptm [::_“1'
Nomor 68);

24. Peraturan Dacrmh Nomor 3 Tahun ﬂﬂ'lﬂ-
Publik (Lembaran Daerah Kabupaten e
Nomor 3, Tambahan Lembaran l'-'llﬂ'nh '
Nomor 45);
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2. Pernturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023
(Lembaran Dacrah Kabupaten Sinjal Tahun 2019 Nomer 2,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Sinjal Nomor 129);

27. Peruturan Daerah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Sinjal Tahun
2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten
Sinjai Nomor 151);

28, Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungi serta Tata
Kenja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pu'lindunpnhmk,
Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Bu'm

Kabupaten Sinjai (Berita Dacrah Kabupaten Sinjal I'Iuwnr
63);

29. Permturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 mm
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Th.hl.llir
(Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun ﬂﬂlﬂm

30, Peratumn Bupati Nomor 39 Tahun !ﬂl’ﬂ'
Pengendalian  Evaluasi  dan  Monitoring
Pelaksanaan  Kegiatan  Pembangunan Iﬂcﬂtl
Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 39);

31. Peraturan Bupati Hmur.hm:uwmi s

Tahun Anggaran 2020 (Berita Daernh
Tahun 2019 Nomor 41);

J2. Keputusan Bupati Nomor 920 'lhlmn 2019 "““‘
Pengesahan Dokumen ‘*""T-ﬁi. =
Perangkat Daemh Dinas -_.,..-._, : ‘-'-u—-...... C
Mﬁmmwm‘"h +~1

hi__

Berencana Kabupaten Binjll'lihl.mh“ 020;
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KEDUA . Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU melaksanakan tugas sebagal berikut :

a. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak
Tingkat Kelurahan Samaenre Kecamatan Sinjal Tengah
Kabupaten Sinjai;

b. Menjadikan forum anak sebagai wadah penyalurn aspirasi
dan  pengembangan  kreatifitas  anak  di  Tingkat
Desa/Kelurahan,

¢. Mensosialisasikan  hak-hak anak dan  bentuk-bentuk
perlindungan dari berbagai perlakuan salah pada kelompok
anak;

d. Turut  berpartisipasi  dalam  pembangunan
Musyawarah Perencanann Pembangunan [HWEM ":
di Tingkat Kelurahan; dan )

e. melaporkan seluruh pelaksanaan kegatan hepld-l pati
Sinjai melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dll: Keluarga
Berencana Kabupaten Sinjal.

KETIGA : Segala binya yang timbul dalam pelaksanaan K an ini

KEEMPAT  : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

1.._1 SEE

dibebankan kepada anggaran yang sesuai dan :u:n -«.__L,__,__,J
lain yang sah dan tidak mengikat.

Dittnphnd:iﬂ -,_,J

!
e
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH SAMAENRE

NOMOR 013 TAHUN 2020

TENTANCO PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK

TINGKAT DESA/KELURAHAN SAMAENRE KECAMATAN SINJAI TENGAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020

SUSUNAN KEPENOURUSAN FORUM ANAK KELURAHAN SAMAENRE
KECAMATAN SINJAI TENGAH KABUPATEN SINJAI

TAHUN 2020
L Ketua Umum - Muh.Fauzan Basir (SMAN 7 Sinjai)
Il Sekretaris - Ulfa Mahaningtyas { SMAN 7 Sinjai )
111, Bendahars Dicky Rahman Syam ( SMAN 7 Sinjal )
v Koordinator Wilayah Adnan Arsak { SMAN 7 Sinjal )
V. Koordinator Wilayah 1 :  Nur Hikmah [SMAN 7 Sinjai )
(Lanrm 1,Bongkong)
VI,  Koordinator Wilayah 2 - Fahrani Adisa [ SMAN 7 Sinjai )
{Lonma 2, Takkuro)
Vi, Hubungan masyarakat (humas)
Koordinator :  Nurkholis Mukhsin (SMA N7 Sinjai )
Anggota 1. A.Nurfadilln Asmar (SMPN 15 Sinjai)
2. Anjas Pratama [ SMPN 15 Sinjad )
3. Ahmad Fauzi (SMPN 15 Sinjai )
4. Azzab ( SMPN 15 Sinjai )
5. Haeda Larasati ( SMP N 15 Sinjai )

Vill, Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan

Koordinator - Hamzah Syam ( SMAN 7 Sinjai )

Anggota Aurelia Fani Azzahra (SMPN.15 Sinjai)
Adrian Nur Sabili (SMPN.15 Sinjai)
Dian Pratama ( SMP N 15 Sinjad )
Ahmad Fauza ( SMP N 15 Sinjai )
Rahmat ( SMP N 15 Sinjai )

o5 L0k =

[X. Klaster Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif _
Koordinator . Kndriawan { MTS 3 Sinjai Tengah |

Anggota 1. Novianti [ SMPN 15 Sinjai )
2. Muh.Amrul { SMPN 15 Sinjai )
3. Agustina (SMPN 15 Sinjai )
4.  Novi Arif { SMPN 15 Sinjai )
S. [Ishak (SMPN 15 Sinjai ]

X Klaster Keschatan Dasar Dan Kesejahteraan

Koordinator 3 thﬂ-z.ﬂh; ( SMPN lﬁ?iiﬁ;i{]gﬁ‘fj

Anggota : 1. Amira Nur Fatimah [ SMPN 15 Sinjal
2. Muhammad Artreyah Zahra (SMPN 15§
3, : iz
4.
8.
6,

Xl.  Klaster Pendidikan,Pemanfastan Waktu

Koordinator . Rahmat [ SMAN 7 Sinjal)

Anggota $ls
2
3.
4.
5.
6.
7.
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XIl.  Klaster Perlindungan Khusus
Koordinator :

Anggota

L4
L

P

Humndl[ﬂm?slnjall

Nowuawn~

M.Fadil Akbar ( SMPN 15 Sinjai )
Ahmad Fauzi ( SMPN 15 Sinjal)
Muh.Aidil Ramadhan ( SMP N 15 Sinji
Ryan Ariwan Ipni ( SMPN 15 Sinjai )
Putri Ramadhani ( SMPN 15 Sinjal

Mubh.Zidan liman (SMPN 15 Sinjs
ltham (SMPN 15 Sinjai )
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